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TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR
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DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

1.

BUPATI ACEH TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 241 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur
bersama dengan Bupati Aceh Timur telah melakukan
pembahasan dan menyetujui Rancangan Qanun
Kabupaten Aceh Timur tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran
2015;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor
903-61 Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Qanun
Kabupaten Aceh Timur tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan
Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Timur bersama dengan Bupati Aceh Timur telah
melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap
Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)
Aceh Timur Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Timur Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara



10.

11.

12.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaranan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 5334);
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31.

32.

33.

34.

35.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Pendapatan
dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

Menetapkan :

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh
Timur Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:

1.
2.

3.

Pendapatan Daerah Rp. 1.384.087.321.682,00

Belanja Daerah Rp. 1.392.618.297.245,00 (-)

Surplus/ (Defisit) Rp. 0,00

Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 12.811.946.363,00

b. Pengeluaran Rp. 4.280.970.800,00 (-)
Pembiayaan Netto Rp. 8.530.975.563,00

SiLPA Tahun Berkenaan Rp. 0,00



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 105.006.210.928,00
b. Dana Perimbangan Rp. 915.658.505.074,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah Rp. 363.422.605.680,00

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah Rp. 5.294.000.000,00
b. Retribusi Daerah Rp. 39.490.210.928,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan Rp. 1.720.000.000,00
d. Zakat Rp. 4.500.000.000,00
e. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah Rp. 54.002.000.000,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Dana

Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 79.858.137.074,00
b. Dana Alokasi Umum Rp. 730.055.738.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp. 105.744.630.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis
pendapatan:
a. Pendapatan Hibah Rp. 5.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari

Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Rp. 29.721.356,311,00
c. Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus Rp. 109.308.295.000,00

d. Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintahan
Daerah Lainnya Rp. 224.387.954.369,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 728.755.926.064,00
b. Belanja Langsung Rp. 663.862.371.181,00

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 611.393.820.456,00
b. Belanja Bunga Rp. 10.000.000,00
c. Belanja Hibah Rp. 8.723.400.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.972.000.000,00
e. Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota
Dan Pemerintah Desa Rp. 737.800.000,00



f. Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/Kabupaten/

Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 102.918.905.608,00
g. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 90.208.490.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 266.688.249.744,00

c. Belanja Modal Rp. 306.965.631.437,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
terdiri dari:
a. Penerimaan Rp. 12.811.946.363,00
b. Pengeluaran Rp. 4.280.970.800,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari jenis pembiayaan:
a. SiLPA Tahun Anggaran
Sebelumnya Rp. 9.730.975.563,00
b. Penerimaan Piutang Rp. 3.080.970.800,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembayaran Tagihan
Kegiatan Tahun Sebelumnya Rp. 4.280.970.800,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2015

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Qanun ini, terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Aceh Timur;

b. Lampiran Il Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Aceh Timur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Aceh Timur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

d. Lampran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan,;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan
Perjabatan;



g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; dan

h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh
Timur sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2014 M
Rabi’'ul Awal 1436 H

BUPATI ACEH TIMUR,
ttd
HASBALLAH BIN M. THAIB
Diundangkan di Idi

pada tanggal 31 Desember 2014 M
9 Rabi'ul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd
M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 14



